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BUPATI KENDAL, 

Menimbang · a. bahwa dalarn rangka mendukung pelaksanaan 
penyederhanaan. birokrasi yang optimal di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat 
mcwujudkan cata kelola pemerint.ahan yang efeklif dan 
efisien. gune, meningkatkan kin.erja pemerintanan dan 
petayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatut" Negara dan Rcformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021 rentang' Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
lnstansi Pernerinrah untuk Pcnyederbanaan Birokrasi, maka 
Pcraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Pada Saruan Po1isi Parnong Praja dan Pernadam 
Kebakaran Kabupaten Kendal sebagaimana tclah diuoah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Aras Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja pa.da Satuan PoJisi Parnong Praja 
dan Pemadrun Kebakaran Kabupaten Kendal sudah tidak 
sesuai dengan kondisi sekarang, sebingga perlu dicabut dan 
diganti; 

b. bahwa bcrdaaru-kan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tenlang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
sorta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pcmadam Kcbakaran Kabupaten Kendal; 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daernh Kabupmcn dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana tclah diubah dengan 
Undang-Undang Nemer 9 Tahun 1965 ten tang Pembentukan 
Daerab Tingkat II Batang dengan mengubab Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 'l'ahun 2014 tentang Apararur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5494); 

3. lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah 
ocberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
fndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Pera tu ran Pcrncrintah Nomor 32 Tahun 1950 ten tang 
Pcnerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12. 13. 14, den 15 dari hal Pembent.u.kan Daer'ah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengab/Barat dan Daerah 
lstimcwa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 1976 tentang 
perluasan Kotamadya Daerah 'l'ingkat II Semarang 
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun I 976 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 
4079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.entang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tefah diubah 
dengan Peraruran Pemerirnah Nomor 72 Tahun 20 l9 ceniang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembarnn Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6402); 

7, Pcraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun '2017 tcntang 
Manajcmen Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l 7 Nomor 63, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpub!ik Indonesia Nomor 6037) sebagairnana telah 
dlubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Pcrubahan Pcraturan Pemcrintah Nomor l 1 Tahun 
2017 tenrang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Merner! Pendayagunaan A_paratur Negara dan 
Reformaai Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 teruang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalarn .Jabatan 
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BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemcrintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur 

pcnyctcnggara PemerirtLahan Daerab yang memimpin 
petaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi 
kcwenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Sekretaris Daerah ada1ah Sek:rctaris Daerah Kabupatcn 

Kendal. 
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah 
Saluan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Kendal. 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUOAS DAN l"UNGSI, SERTA TATA KERJA 
PADA SATUAN POLIS! PAMONG PRA.JA DAN Pr:MADAM 
KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL. 

MEMUTUSKAN : 

Fungsional [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

9. Peraturan Menreri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Rcfonnasi Birokrasi Republik Lndoncsia Nomor 25 'l'ahun 
2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi Pada 
lnstansi Pemerintah Untuk Penyedcrhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Kendal Nornor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah 
Kabupaien Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

l l. Pcraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tcntang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal {Lembaran dacrah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. J, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana tclah 
diubah beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Deerah 
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lernbaran Dacrah Kabupatcn Kendal Nomor 219); 
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Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 4 
Untuk melaksunakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi : 
a. perurnusan kcbijakan di bidang ketenreraman, 

ketertiban umum, dan kebakaran: 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

ketenterarnan, kctertiban umum. dan kebakaran; 

Bagian Kedua 
Tugas 
Pasal3 

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang 
kctenterarnan, kctertiban umum, dan kebakaran yang 
menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan 
kcpada Daerah. 

BABU 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 
(]) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana sub 

urusan pemerintahan di bidang ketenrerarnan, 
kctertiban umum, dan kebakaran yang rnenjadi 
kcwenangan Daerah. 

(2) Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP 
dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

6. Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satpol PP 
dao Damkar Kabupacen Kendal. 

7. Jabatan Pungsional adalah kedudukan yang 
menunjukan tugas, tanggung jawab, wcwcnang dan hak 
seorang pegawei ncgcri sipil dalam suetu organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan untuk rnencapai tujuan 
organisasi. 

S. Kclompok Jabatan F'ungsional adulah kumpulan jabatan 
rungsional yang terdlri dari scjumlah tenaga ahli dalam 
jenjang jabatan fungsiona! yang ,erbagi dalarn berbagai 
kclompok sesuai keahliannya. 
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BABIV 
RINClAN TUGAS 
Bagian Kesatu 

Kepala Satpol PP dan Damkar 
Pasal6 

Untuk melaksanakan rugas dan fungsi sebagairnana 
dirnaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kcpala Satpol PP dan 
Damkar mempunyai rincian tugas : 

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 
kegiatan Satpol PP dan Damkar berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evalu.asi kegiatan t.ahUn 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

b. rnernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetcnsinya serta memberikan ara.han baik secara 
lisan maupun tcrtulis guna kclancaran pelaksanaan 
tu gas; 

(2) Bagan Organisasi satpot PP dan Dnmkar sebagaimana 
tercanlum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian 
tidak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

a. Kepala Dinas; 
b. Sckrctariat; 
c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat; 
d. Bidang Penegakan Pcraturan Daerah; 
c. Bidang Kebakaran; 
f. Unit Pelaksana 'J'eknis Daerah;dao 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB Ill 
SUSUNAN OROANISASl 

Pasal 5 
(11 Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri dari : 

g. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Bupati dj 
bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran. 

c. pernbinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di 
bidang ketenteraman, kctertiban urnum, dan kebakaran; 

d. pengetolaan dan fasilitasi kegiaran cl i bidang 
ketenteraman, kctertiban umum, dan kebakaran: 

e. pelaksanaan evaluasi den pelaporan kegiatan di bidang 
ketenteraman, ketertiban urnurn, dan kebakaran; 

r. pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Darnkar di 
bidang ketenterarnan, ketertiban umum, dan kebakararr; 
dan 
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c. menyelenggarakan koordinasi dan konsuhasi dengan 
lnsmnsi rerkatr baik vertfkal maupun horizontal guna 
stnkronisasi dan harrnonisaei pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kcbijakan tcknis urusan pemcrintahan 
bidang keten teramen, ketertiban umum, dan kebakaran 
di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan 
di bidang kerenteraman, ketertiban umum, dan 
kebakaran sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
serta pedornan pelaksanaan tugas; 

f. menyelcnggarakan pernbinaan, pengawasan dan 
pengendalia.n kegiatan di bidang ketenterarnan, 
ketertiban 'umum, dan kebakaran sesuai peraturan 
perundang-undangan agar kinerja Satpot PP dan Darnkar 
mencapai target yang telah ditetapkan; 

g. rnenyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan 
inovasi di bidang ketenteraman, ketertiban um.um., dan 
kebakaran sesuai dengan ketentuan peratura.n 
perundang-undangan guna pcningkatan kualitas kcrja; 

h. mencrapkan Standar Opcrasional Proscdur (SOP) dalam 
penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenteraman, 
ketertiban umurn, dan kebakaran agar di pcroleh has ii 
kerja yang optimal; 

i. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di bidang 
perenccnccn, monitoring, cvaluusi, adrnirrietruai umum, 
kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan 
pembinaan Iungsi-fungsi manajemen sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar 
kegiatan dapat dilaksanakan seca.ra berhasit guna dan 
berdaya guna; 

J· mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pernbinaan, 
pcnyuluhan dan pengawasan Peraturan Daerah, 
Pera tu ran I Keputusan Bupati yang mempunyai sanksi 
hukurn kepada aparatur, badan hukurn atau masyarakar 
agar terctpra kemanfaatan dan kepastian hukum di 
Daerah; 

k. mengarahkan dan rnengendalikan kegiatan 
pengembangan ketembagaan Satpol PP dan Damkar, 
penyiapan anggota, pembinaan mental dan fisik serta 
diklat peningkatan kemampuan bagi anggot.a Satpol PP 
dan Damkar dalam rangka kelencaran peleksaneen 
tugas: 

1. mengara.hkan dan mengendaJikan kctcrtiban umum dan 
ketentraman rnasyarakat guna terciptanya kelancaran 
dan ketertiban penyelengaraan kegiatan pemerintahao 
dan kemasyarekatan scsuai dengan peraturan 
perundang-undanga.n; 

m. mengarahkan dan mengendalikan kegiaca.r1 pembinaan, 
pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan anggota 
saruan Pcrlindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 
(l) Sckrctariat Satpol PP dan Darnkar sebagairnana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat ( l) huruf b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berkedudukan di bawah clan 
bcrtanggung jawab kcpada Kepala Satpol PP dan 
Damkar. 

(2) Sekreraria sebegairnana dimaksud pada ayat (1). 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Satpol PP dan Damkar dalam perumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pernbinaan, pengawasan, 
pengendaiian, pengelolaan dan Iasilitasl kegiatan di 
bidang perencanaan, evaluaai, pelaporan, umum, 
kcpcgawaian, dan kcuangan. 

(3) U ntuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2}, Sekretaris mernpurryai fungsi : 

a. perurnusan kebijakan tcknis di bidang 
kesekretariaran: 

n. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penoegahan, 
pelaksanaan, dan peme1iharaan sarana prasarana 
bidang kebakaran seauai dengan pcraturan per'uridang 
undangan; 

o. mels ksanakan pencapaian Standar Pelayanan Mintmal 
(SPM) urusan pemerintahan bidang ketcnteraman, 
kecert.iban umum, dan perlindungan rnasyarakat 
(trantibumlinmas) di Daerah sesuai dengan peraruran 
perundang-uudangan; 

p. mcngeJola dan rnengcrnbangkan sistern informasi dan 
data di bidang ketenteraman, kctcrtiba.n urm . rm dan 
kebakaran agar diperoleh efektivitas dan clisiensi 
pelaksanaan kegiatan; 

q. mengeveluasi pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan 
Damkar dengan cara mengukur pcncapaian program 
kerja yang Lelah disusun untuk bahan Japoran kepada 
Bupati dan kebijakan tindak lanjut; 

r. melaporkan pelaksanaan rugas kepada Bupati baik lisan 
maupun terrulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi; 

s. men.gevaJuasi dan rnenilai prcstasi kerja oawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perrlaku kerja 
sesual ketentuan dalam rangka pcningkatan ka rir-, 
pemberian penghargaan dan sankei: 

t. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan kajian 
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 
penyimpangan: dan 

u, mclaksanakan tugas kcdinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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e. pelaksanaan cvaluasi dan pclaporan kegiatan 
kesekretariatan; dan 

C pelaksanaan [ungsi lam yang diberikan oleh Kepala 
Satpol PP dan Damkar. 

(4) Untuk mclaksanakan rugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) clan ayot (3), Sckrctaris 
mempunyai rincian tugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Sekretaria L 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluas! kegiatan tahun sebetumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkajien 
permasatahan dan peraruran pcrundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. mcrnbagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta mcmberikan arahan baik sccara 
lisan maupun tcrtulis guna kelanca.ran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik verukal rnaupun horizontal 
untuk rncndapatkan informaai, rnasukan, serta 
dalam rangka sinkrorusasl dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. mcnclaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesual llngkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

r. mcnyiapkan konscp kcbijakan Kepala Satpol PP dan 
Darnkar dan naskah dinas yang bcrkaitan dengan 
kegiatan percncanaan, evaluasi, pelaporan, aiatem 
informasi, keuangan, adrninistrasi umum, 
kepegawaian dan rungsi Jain yang diberikan oleh 
Kepala Satpol PP dan Damkar; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana. 
Kegiata.n dan Anggaran {RKA), Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai 
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan: 

h. rnengoordinaaikan dan menyiapkan konscp Rencana 
Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah (RP.!MD). 
Rencana Strategis (Renatra), Rencana Kerja [Renja), 
Indikator Kinerja Utama (IT<U), Perjanjian Kinerja {PK) 
da.n jenis dokumen pcrencanaan lainnya sesuat 
dengan ketentuan yang berla.ku; 

i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan 
Kctcrangan Pertanggungjawaban Bupart (LKPJ), 
Laporan Kinerja lnsransi Pemeriruah \LKjlP), Eva!uasi 

kcgiatan oelaksanaan dan b. pengoordinasian 
kesekretariaran; 

c, pembinaan, pengawasan, dan pcngendalian kcgiatan 
kcsekretariatan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan: 
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Kincrja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistcm 
Pengendalian Intern Pemetintah (SPIP), Pengendalian 
OperasionaJ Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan 
lainnya sesuai dengan kctcntuan yang berlaku; 

j. mengclola sistern inforrnasi dan data Satpol PP dan 
Damkar sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku agar 
diperoleh efektiviras dan efisiensl pelaksanaan 
kegiatan: 

k. mcnyelenggarakan pelayanan administrasi umurn, 
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan 
kchurnasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, 
dokurncntasi, perJengkapan/perbekalan, 
pengamanan kantor, kebersihan dan pertarnanan, 
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, seeta 
fasititasl kegiaran rapat dart penerimaan kunjungan 
tamu satpot PP dan Damkar: 

I. mcngoordinasikan rencana dan proses pengadaan 
barang clan jasa di lingkungan Satpol PP dan Darnkar 
scsuai dengan peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, 
analisis beban kerja, evaluasi jabaran, budaya kerja, 
survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan 
serta pengusulan Iormasi kebutuhan pegawai Satpol 
PP dan Dam kar; 

n. melakeanakan pernbinaan, pengawaean, dan 
pengcndalian fungsi-fungsi manajcmcn adminlstrasi 
perkarttoran a.gar tenvujud pelayanan prima; 

o. rnclaksanakan pcrnantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kegiat.an Sekretariat dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kcbijakan tindak 
lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kcrja bawahan 
bcrdasarkan sasaran kerja pegawai clan perilaku 
keria sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi: 

q. rncnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan 
kebijakan bcrikutnya; 

r. menyampalkan saran dan pertirnbangan kcpada 
atasan baik Iiaan maupun rertulis berdaserkan kajian 
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan 
o_ptimal serta unruk menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan cugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerianya. 

Pasal 8 
( 1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud 

pasal 5 ayat ( l) huruf b, terdiri atas : 
a. Subbagian Perencanaan dan Keuanganjdan 
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Paragraf 1 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 9 

( LI Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagairnana 
dirnaksud pada Pasal 8 ayat (I) huruf a. dipimpin olch 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah den 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Subbagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
rnernpunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas 
Sckrctaris dalam penyiapnn bahan perumusan kebijaken 
tcknis, pcngoordinasian, pcmbinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelotaan dan fasilitasi kegiatan di 
bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, petaoorao. 
sistern inforrnasi Satpol PP dan Damkar, dan adrninistrasi 
keuangan. 

(3) Untuk metaksanakan rugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2), Kepala Su.bbagian Percncanaan dan Kcuangan 
mempunyai rincian iugas : 
a. menyusu.n rencena dan program kegiatan Subbagian 

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraruran 
perundang-undangan <Lan hasil evaluaai kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pclaksanaan 
rugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan mclalui pengkajian 
permasalahan do..n peraruran per-unde ng-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi rugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta membcrikan arahan baik secara 
lisan maupun ienuus guna kelancaran petaksanaan 
rugas; 

d. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasl dcngan 
instansi tcrkait balk vercikal maupun horizon Lal 
untuk mendapatkan infcrrnasi, masukan, eerta 
dalem rangka sin.kr(mi~a~i dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan rnengkaji peraturan perundung .. 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. rnenyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kclancaran 
pelaksanaan kegiatan: 

g. mcnghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan 
usulan program kegiatan dari masing-masing sekai, 
subbagian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai 

{ 

b. Subbagian Umum dan Kcpegawaian; 
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a 

dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada 
Sekretaris; 
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q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses 
adrninistrasi keuangan melalui aplikasi .sistem 
jnforrnasi untuk pengelolean kcuangan daerah scsuai 
dengan peraturan perundang-undangan: 

r. menyiapkan bahan pernbinaan, sosialisaai, dan 
bimbingan reknts di bidang keuangan kepada pejabat 
pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan 
Satpol PP den Damkar: 

admini~rra~i 
anggaran, 
pclaporan 

o. menyiapkan bahan dan sarana 
keuangan dalam rangka pencairan 
pengelolaan, pernbukuan, dan 
pertanggungjawaban keuangan; 

p. menghirnpun dan memproses usulan pcncairan 
anggaran baik di lingkungan Sckrctariat. Bidang, dan 
UPT seauai dengan prosedttr dan ketentuan yang 
oerlaku: 

dengnn kctcntuan yang bcrlaku guna mcnghindari 
kesa!ahan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Petaksanaan 
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai 
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan: 

i. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Rcncana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana Strategis (Renstro.), Renc.ana. Kerja (Renja), 
lndikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (Pl{) 
dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 
dcngan kctentuan yang berlaku; 

J, menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Subbagian Perencanaan dan Kcuangan scrta 
meoghimpun dan rnendokumentasi SOP yang 
disusun oleh masing-rn .. sing subbagian. seksi. dan 
UPT; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan 
pcraturan perundang-undangan: 

l. menghimpun dan meneliLi laporan perkernbangan 
tingkat reahsasi pelaksanaan kegiatan dari masing 
rnasing eubbagian, eeksi dan UJYI' sebagai bahan 
pcnyusunan laporan Pengcndalian Operasional 
Kegiatan (POK); 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 
Laporan Kinerja lnstansi Pernerintah (I.KjlP), Evalua.si 
Kinerja Pembangunan Daerah (E:KPD), Sistern 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jcnis 
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang 
bcrlaku; 

n. melaksanakan koordinasi, pernbinaan, pengendalian, 
dan pernberian bimbingan di bidang ststem Informasl 
Satpol PP dan Damkar: 
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Paragraf2 
Subbagian Umum dan Kcpegawaian 

Pasal LO 
( lJ Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dirnaksud pada Pasal 8 ayat (I) hurul' b, dipimpin oleh 
Kcpala Subbagian yang bcrkedudukan di bawah dan 
bertanggung ja.wab kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Subbagian sebagairnana dimaksud pada ayat (JJ, 
rnempunyai tugas mdaksanakan sebagian luSQS 
Scl<rctaris daJ.am pcnyiapan bahan perurnusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 
pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang 
administrasl umum, ketatalaksanaan, kehumasan, 
perpustakaan, 'kearstpan, dokument.asi, perlengkapan, 
pengelolaan barang, kepegawaian, fasllltasi kegiatan 
analisis jabatan dan budaya kerja. 

(3} Unruk melaksanaka.n rugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawalan 
mempunyai r-incian tuga~ : 

s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
penyerapan anggaran dengan cara membandingkan 
Iaporan perkembangan ree.Jiaasi bclanja dcngan 
rencana pernbiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

t. melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen 
pertanggungjawaban keuangan petaksanaan 
kcgiatan guna menghindari kesalahan serta 
mcmberikan koreksi penycmpurnaan; 

u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan 
pertanggungjawaban keuangan Satpol PP dan 
Damkar serta jenis pelaporan keuangan lainnya; 

v, rnelaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara 
rncngukur pencapaian program kerja yang Lelah 
disusun untuk bahan Japoran dan kebijakan tindak 
Ian jut; 

w. mengevaluasl dan menilai prestast kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawel dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalarn rangka peningkatan 
karir, pernberian penghargaan dan sanksi; 

x. menyusun Iaporan petaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan 

y. menyampaika.n saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjala.n la near serta un luk 
mcnghindari pcnyimpangan; dan 

2. melaksanakan tugas kedinasan Jain dad pimpinan 
scsuai dcngan tugas dan fungsi unit kcrjanya. 
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 
Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan 
peruodang-undangan dan hasil evaluasi kegtatan 
tahun scbelumnya scbagai pcdoman petaksanaan 
iugas: 

b. menjabarkan perintah plmpinan melalui pengkajian 
perrnasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. rnernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetcnsinya scrta mcmberikan arahan balk secara 
lisan maupun terrulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas: 

d. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dcngan 
insransi terkait baik verukat maupun horizontal 
untuk rnendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas, 

e. rnenelaah dan mcngkaji peracuran perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoma.n untuk melakaanakart kegiatan; 

L menyiapkan bahan penyuaunan pecunjuk tekrus, 
pctunjuk pclaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung ketancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. mclaksanakan layanan kcgiatan surat menyurat, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta 
pengetotaan aset tetap dan aset tidak tetap: 

h. memfasilitasi penyusunan analiais jabatan, analisis 
bcban kerja, evaluasi jabatan, budaya keria, survey 
kepuasan masyarakar, stander pelayanan serta 
pengusulan formasi kcbutuhan pegawai Satpol PP dan 
Damkar sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

1. merencanakan, mernproses, dan rnelaporkan 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Satpcl 
PP dan Damkar serta mengusulkan penghapusan aset 
retap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang 
persediaan sesuai dengan pe.raturan perundang 
undangan; 

J. rnelaksanakan koordinasi dengan unit ke,ja yang 
rnelaksanakan Iungsi layanan pengadaan dan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daeran 
da!am rangka pengadaan barang dan jasa Dinas 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

k. rnelaksanakan penetausehaan, inventarisasi, dan 
pelaporan asct semesteran dan tahunan unruk tertib 
administrasi serta melakukan pcngawasan, 
pengendalian, pemelibaraan aset tetap dan aset tidak 
retap agar dapat digunakan optimal; 
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Bagian Ketiga 
Bidang Kerenteraman, Ketertiban Umum, clan 

Perlindunga n Masyara kat 
Pasal 11 

(1) Bidang Ketemeraman. Ketertiban Umum, den 
Perlindungan Masyarakat sebagairnana dimaksud pada 
Pesal 5 ayat ti} huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Satpol PP clan Damkar. 

J. menyiepkan bahan da.n menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala aerta 
mcmclihara file/dokumen kepegawaian seluruh 
pegawai Sntpol PP dan Damkar gune terclptanya terfib 
administrasi kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses ueulan kenaikan 
pangkat, mutasi, gaji bcrka1a, 
pemberhcntian/ pcnsiun, pembuatan kartu 
auarni/jsteri, tabungan asuranei pensiun (taspen), 
pengiriman peserta pendidikan dan pelatiban 
(diklat}/bimbingru, reknis (bimtek), dan urusan 
kepegawaian Iainnya; 

n. melaksanakan urusan ru mah tangga serta 
menyiapkan sarana, akornodasi, dan protokoler dalarn 
kcgiatan rapat-rapat maupun pcncrimaan kunjungan 
tamu Satpol PP dan Damkar; 

o. mengoordinaaikan kegiatan pengamartan kaneor, 
kebersihan, dnn pertcmanen agar tercipra lingkungan 
kantor yang iertlb, berslh, arnan dan nyaman, 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Slandar 
Operasional Prosedur (SOP) kcgiatan Subbagian 
Umum dan Kepegawaian; 

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
St1 bbagian Umum dun Kepegawaian dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut: 

r. rnengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
scsuai ketcntuan dalam rangka pcningkatan karir. 
pemberian penghargaan den sanksl: 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan penimbangan kepada 
pimpinan baik tisan maupun rerruus berdaaarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
rnenghindari pcnyimpangan: dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 
Ketcnterarnan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 
Masyarakat berdasarkan peraruran perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedornan pelaksanaan tugas; 

b. mcnjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkajian 
pcrmasalahan dan pcraturan. pcrunda.ng-undangart 
agar pelakeenuan tugas be.rja.lan efoktif dan efisien: 

c. membagt tugas bawahan sesual dcngan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik sccara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
inatansi terkait baik vertikal maupun honzontal 
unruk mendapatkan informasi, masukan, seres 
dalam rengka stnkronisast dan harmonisasi 
pelaksanean Lugas; 

(2) Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Urnum, dan 
Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Satpol PP dan Damkar datam pcrumusan 
kebijakan teknls, pengoordinasian, pembinaan, 
pcngawasan, pengendalian, pengelolaan, lasltuast, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
ketenterarnan, ketertiban umum, dan pcrlindungan 
masyarakat. 

(3) Un Luk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat \2), Bidang Kctcntcraman, Ketertiban Umum, dan 
PerHndungan Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, 

keterriban urrnam, dan pertindungan masyarakat; 
b. pengoordinasian dan pclaksanaan kcgiatan di bidang 

ketcnteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat; 

c. pembinaan, pcngawasan, dan pcngendalian kegiatan 
di bidang keteneereman, ketenlban umum, dan 
perlindungan maeyarakat: 

d. pcngclolaan dan Iaaillrasl kegiatan di bidang 
ketenteraman, keteruban umum, dan pcrlindungan 
masyarakat; 

e. peleksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang ketenteraman. ketertiban umum, dan 
pcrlindungan masyarakat: dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kcpala 
Satpol PP dan Damkar di bidang ketenteraman, 
ketertiban urnum, dan perlindungan masyarakat. 

(4) Untuk melaksanakan tu gas dan Iungsi sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Kctentcraman, Kctcrtiban Umum, dan Perlindungan 
Masyarakat mempunyai rincian tugas : 
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( l} Susuno.n Organisa.si Bidang Kctcntcramarr, Ketertiban 
Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pasal 5 ayat (I) huruf c, Lerdiri: 

Pasal 12 

e. rnenelaah dan mengkaji perarur'an perundang 
undangan sesuai lingkup rugasnya sebagai bahan 
atau pcdoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. rnenyiapkan konsep kebijakan Kcpala Satpol PP den 
Damkar serta naskah dlnas yang berkaitan dengan 
kegiaran kewaspadaan dini, pengawalan dan patrcli 
serta perlindungan masyarakat; 

g. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan, sarana dan fungsi intelijen, deteksi serta 
pelaksanaan kegiatan pengama.nan tcknis, 
penggatangan masyarakat dan pengamanan tcrhadap 
sasaran-sasaran tertcntu guna terciptanya ketertiban 
umum dan ketentraman di masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

h. rnerencanakan dan mengoordinasikan kegjatan 
pengamanan, pengaturart, penjagaan, pengawalan 
dan patroli dalam rangka terciptanya kearnanan 
fasilitas Daerah dan pejabac Daerah: 

i. mcrcncanakan dan rnengoordinasikan kegiatao 
penertiben wilayah guna terciptanya keterttban 
umum da.n ketentraman di masyarakat scsuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

J, merencanakan dan melaksanakan pembinaan, 
pemberdayaan, dan pcningkatan keseiahteraan 
anggcta Satuan Perlindungan Masyarakac [Satlinmas] 
scsuai dengan peraturan perundang-undangan: 

k. mclaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pclaksanaan kegiatan Bidang Kctcntcraman, 
Ketertiban Umum, dan Pcrlindungan Masyaroknt 
dengan cara mengukur pencapaian program ker]a 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kcbijakan tindak lanjut; 

I. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan per-ilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

rn. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan scbagai wujud akuntabiliras dan 
rransparansi pelaksanaan kegiatan: 

n. rnenyarnpaikan saran dan pernrnbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar aerta untuk 
menghindari pcnyimpangan; dan 

o. mclaksanakan tugas kedinasan Jain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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Paragraf l 
Seksi Kewaspadaan Dini 

Pasal 13 
(1) Seksi Kewaspadaan Dini scbagaimana dimaksud pada 

Pasal 12 ayat ( l) huruf a, dipirnpin oleh Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertangguog jawab kepada 
Kcpala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dnn 
Perlindungan Masyarakat. 

(2) Kepala Seksi Kcwaspadaan Dini sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1), mempunyai rugas melaksanakan sebagian 
rugas Kepala Bidang Ketenterarnan, Ketertlban Umum, 
dan Perlindungan Masyarakat dalam pcnyiapan bahan 
pcrumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan, pengendaJian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
kewaspadaan dini. 

(3) Un Luk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai 
rincian rugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Kewaspadaan Dini berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil cvaluasi kcgiaran 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pirnpinan rnelalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan cfisien: 

c. mernbagi rugas bewahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberiko.n erahen baik secara 
tisan maupun tertulis guna kcJancaran pelaksanaan 
tu gas; 6 

a. Seksi Kcwaspadaan Dini; 
b. seksi Perlindungan Masyarakat; 
c. Sub Koordinator Pengawalan dan Patroli. 

(2·1 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Ketenterarnan, Ketertiban Umw11, dan Perlindungan 
Masyarakat: 

(3J Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayaL ( l) 
huruf c terdiri atas kelompok jabatan Iungsional yang 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Din as melalui Kepala 
Bidang Ketenterarnan, Ketertiban Umum. dan 
Perlindungan Masyarakat; 

(4) Sub Koordinator scbagalrnana dimaksud pada ayaL ( l) 
huruf c mempunyai tugas sebagairnana tercanturn 
dalam Lampiran ll yang rnerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini 
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sasaran 
rncncegah 

terhadap 
rangka 

n. melaksanakan pcngarnanan 
sasaran tertentu dalam 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik verlikal rnaupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, rnasukan, serta 
dalam rangka ainkronteaai dan harmorrisaai 
pelaksanaan tugas: 

e. menelaah dan meng_kaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahon 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan: 

f. mcnyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunj uk pelaksanaan, dan naskah dinas seauai 
lingkup tugasnya guna mendukung ketancaran 
pelaksanean kegiatan: 

g. rncnyiapkan perumusan kebijakan tcknis di bidang 
intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan 
pengamanan teknis; 

h. menyrapkan rencana, pelaksanaan dan penyiapan 
bahan pengendalian kegiaian intetijen penyelidikan, 
pengarnanan pcnggalangan dalam rangka kebijakan 
penegakan hukum baik preventif maupun represif 
untuk menangguJangi harnbatan, tantangan, politik, 
ekonomi, keuangan, dan sosial budaya; 

i. melaksanakan kegiatan produksi dan sarans 
intelijen, membina dan mcningkatkan kemampuan, 
ketnunpilan dan integritas kcpribadian aparat 
intelijen yustisial, membina aparat serta 
mengendalikan kekaryaan di Daereh: 

J, melaksanakan pcngamanan teknis terhadap 
pelaksanaan tugas Satpol PP di bidang personil, 
kegiatan materiil, pembcritaan, dan dokumen dengan 
memperhatikan koordinasi kerjasama dengan 
instansi pernerintah dan organisasi lain di Daerah 
tcrutama dcngan apa.rat intelijen; 

k. melaksanakan deteksi terhadap segala perubahan 
kehidupan sosial dalam masyarakat serta 
perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat 
rnenandai kemungkinan adanya aspek-aspek 
krimi.nogen, selanjutnya mengadakau idcnlifikasi 
hakikat ancaman ierhadap kearnanan da 11 kctertiban 
maayaraket: 

I. rnelaksanakan fungsi intelijen yang diarahkan ke 
datam sarpct PP dengan aase rsm pengamanan 
material, personil dan bahan keterangan serta 
kegiatan Satpol PP, terhedap kemungkinan adanya 
tantangan yang bersumber dari Iuar maupun dalam 
Satpol PP dan Darnkar guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

m. melakukan pcngga.langan da.lam rangka mcnclptakan 
kondisi tertentu dalarn maayarakat yang rncndukung 
pelaksanaan tugas Satpol PP; 
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Paragraf2 
Seksi Perlindungan Masyarakat 

Pasal 14 
(I) Scksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipirnpin oleh Kepala 
Seksi yang berkedudukan, di baweb dan bertanggung 
jawab kepeda Kepala Bidang Ketenteraman, Kctcrriban 
Umum, dan Perlindungan Masyarakat. 

(2) Kepala Seksi Perlindungan Masyaraka, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kcpala Bidang 
Kctent.cramon, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 
Masyarakat dalam penyiapan bahan pcrurnusan 
kebijakan tekms, pengoordinasian, pernbinaan, 
pcngewaaan, pengendalian, pengelolaan, Iasilitast, 
evaluasi, dan pclaporan kegiatan di bidang perlindungan 
masyarakar. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2), Kepala Scksi Perlindungan Maayarakat 
mempunyai rincian tugas : 

kemungkinan adanya piha k-pihak tertentu 
memperoleh peluang dan dapat mernanfaatkan 
kclcmahan-kctemahan dalam bidang ideologi, politik, 
sosial budaya, pertahanan dan kcamanan, sebagai 
sarana eksptoireel untuk menciptakan suasana 
pertentangan pasif rnenjadi aktif, sehingga 
menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang 
kearnanan dan ketertiban masyarakat; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun koneep Standar 
Operasional Prosedur {SOP) kegiatan Seksi 
Kewaspadaan Dini untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik; 
melaksenakan pernantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiat.an Seksi Kewaspadaan Dini 
dengan cara menguku.r pencapaian program kerja 
yang te1ah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan t.indak lanjut; 

p. mengevaluasi dan rnenilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kcrja sesuai ketentuan daJam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan petaksanaan kegiatan kepada 
pirrrpinan sebagai wujud akuutabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampatkan saran don pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan rnaupun tertulis berdasarkan 
kajtan agar kcgiatan herjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan rugas kcdinasan Jain dad pirnpinan 
sesuai dengan rugas dan fungsi Unit kerjanya. 
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clan 
unit 

gUJ1a 

melaksanakan pcmbinaan 
penyiapan pcnugasan 

Perncrintah Daerah 

menyiapkan dan 
pelatihan dan 
dnunband/ Korsik 

j. 

a. menyusun rcncana dan program kegiatan Seksi 
Pcrlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pclaksanaan 
tu gas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pcngkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar petaksanaan rugas berjalan efektif dan efisien: 
mcmbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompctensinya serta memberikan arahan balk secara 
liean mo.upun tercu1is guna kelancaran pefckaeneen 
tugas: 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, scrta 
dalarn rangka sinkronisast dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

d. menelaah dan mengkaji peraruran perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
arau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan pctunjuk teknis, 
perunjuk pelaksaoaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mcndukung kelancaran 
pelaksanaan kcgiatan; 

f. mcnyiapkan baban penyusunan petunjuk teknis dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan, 
pemberdayaan, dan peningketan kesejahteraan 
anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 
sesuai dcngan peraturan perundang-undangan; 

g. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengerahan potensi 
Satuan Perlindungan Masyarakat (Saclinma.s) dalam 
rangke penanggulangan bencana, menjaga 
ketentraman masyarakat di Oesa/ Kelurahan, 
berperan serta membantu pelaksanaan keamanan 
Pcmilihan Umum [Pemilu legislatif, Pemilu Presidcn 
dan Pemilu Kepala Daeran], serta pemiliban Kepala 
Desa/ Perangkat Desa sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan: 

h. mcnyiapkan bahan dan mclaksanakan pendidikan 
dan pelatihan bagi potensi Saluan Perlindungan 
Masyarakat (Satlinmas) guna meningkatkan 
keterempuan dan penguasaan rugas serta fungsi 
perlindungan masyarakar: 

1. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan 
perlengkapar, dan pcralatan operasional Satuan 
Perllndungan Masyarakat (Satlinmas) guna 
menunjang pelaksanaan tugas berdasarkan 
peraLUJ'an perundang .. undangan; 
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Bagian Keempat 
Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

Pasal 15 
(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat (11 huruf d, dlpimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan 
Damkar. 

!'2) Kcpala Bidang Penegakan Pcraturan Dacrnh 
sebagalmana dimaksud pada ayat {l), rnempunyal rugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepa.la Satpol PP dan 
Damkar dalam pcrurnusan kebijakan tckuis. 
pengocrdinasian. pembinaan, pcngawasan, 
pengendalian, pcngclolaan. fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang penegakan peraturan 
daerah. 

(3) Untuk melaksanakan rugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2), Bidang Penegakan Pcraturan Daerah 
mernpunyai fungsi : 

m. mcnyiapkan baha.n dan menyusun konsep Stander 
Opcrasional Prosedur (SOP) kcgiatan SCk$1 
Perlindungan Maeyarakat unruk pcningkaian 
kualitas pclayanan publlk; 

n. rnelaksanakan pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindunga n 
Masyarakat dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah diausun untuk bahan 
lapcran dan kebijakan tindak lanjut; 

o. mengcvaluasi dan menilai prestaai kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan daJam rangka peniugkatan 
karir, pernberlan penghargaan dan sanksi; 

p. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai \vttjUd akuntabilitas clan 
transparansi pelaksanaan kcgiatan; 

q. mcnyampaikan saran dan pertirnbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kcgiatan berjalan lancer scrta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

r. rnelaksanakan rugas kedinasan lain dad pimpman 
sesuai dengan tugas dan fung$i unit kerjanya. 

mendukung penyelcnggaraan upecare-upacara 
tingkat Daerah: 

k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Satpol PP 
dan Damkar tcrkait dcngan peningkatan 
kesejahceraan bagi anggota dan rnantan anggota 
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) guna 
meningkatkan rnotivasi anggota dalam melaksanakan 
tugas: 
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f. menyiapkan konsep kebijakan Kcpala Satpol PP dan 
Damkar serta naskah dinas yang bcrkaitan dcngan 
kegiatan bimbingan dan penyuluhan, pengendalian 
operaaional serta penyidikan dan penindakan; 

g. rnelakeannkan pembinaan, pcngawasan dan 
penyuluhan peraturan daerab/ peraruran bupati 
scsuai dengan pcracuran perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan 
operas! penertiban dan pcncgakan hukum {fungsi 
repreaif non-yustlelonet] Pcraturan Dacrah don 
Peraturari/Keputusan Bupati yang rnernpunyai 
sanksi hukurn kepada apararur, badan hukum arau 
masyarakat agar tercipta kcmanfaatan dan kepastian 
hukum di Daerah; 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan 
peraturan daerah; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 
pcnegakan peraturan daereb: 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendaHan kegiatan 
di bidang penegakan pcraturan daerah; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
pcnegakan peraturan daerah: 

e. pelaksanaan evaluasi dan peia.pora.n kegiatan di 
bidang penegakan peraruran daerah; dan 

r. pelaksanaan rungsi lain yang ctibcrikan oleh Kepala 
Satpol PP da.n Damkar di bidang penegakan 
peraturan daerah. 

{4) Untuk melaksanakan rugas dan [ungsi sebagaimana 
dimaksud pa.de. ayar (2) dan ayat \3), Kcpala Bidang 
Penegakan Peraturan Daerah mempunyai rincian cugas: 
a. menyusun rencana dan program kegie tan Bidang 

Penegakan Peraturan Dacrah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil cvaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pclaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan pcrintah pirnpinan melalul pengkajian 
permasalahan dan pcreturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas bcrjalan cfektif dart efislen; 

c. rnernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta mernberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kclancaran oelaksanaan 
tugas; 

d. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkau balk vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasl, masukan, serta 
dala . .m rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman uruuk melaksanakan kegiatan: 

22 



(1) Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan 
Dacrah sebegaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) hurur d, 
tcrdiri : 
a. Seksi Pembinaan den Penyuluhan; 
b. Seksi Pcnyidikan dan Pcnindakan; 
c. Sub Koordinator Pengendalian Operasional. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dan 
b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala Bidang 
Penegakan Peraturan Daerah; 

(3) Sub Koordinator sebagaimanu dimaksud pada ayar ti) 
huruf c terdiri atas kclompok jabatan Iungsional yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas metalui Kepala 
Bidang Penegakan Peraturan Daerah; 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c mempunyai rugas scbagairnana tercantum 
dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpieahkan dari Peraruran Bupati ini 

Pasal 16 

i. memfasllitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan 
penegakan Peraturan Dacrah dan 
Peraruran/Kepurusan Bupati dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pcnyidik Pcgawai Ncgcri 
Sipil Daerah (PPNS), dan/atau aparatur lainnya; 

j, melaksanakan kegiatan Iasilitasi penyidikan, 
pemcrikeaan dan pcmanggilan olch PPNS scsua.i 
dengan peraturan percmdang-undemgan; 

k. metaksanekan pemantauan. dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Pcncgakan Peraiuran 
Daerah dengan cara rnengukur pencapaian program 
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

l. mengevstuast dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan peruaku 
kerja sesuai kctentuan daJam rangka peningkatan 
karir, pernberian penghargaan dan sanksi; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan scbagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

n. menyampaikan saran don pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan 1ancar serta unruk 
menghindari penyirnpangan; clan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai denga.n tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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Paragraf" 1 
Seksi Pembinean dan Penyuluhan 

Pasal 17 
(1) Seksi Pcmbinaan dan Penyuluhan aebagairnana 

dimaksud pada Pasal 16 ayat (!) huruf a, dipimpin oleh 
Kcpala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kopala Bidang Pcnegakan 
Peraturan Daerah. 

(2) Kcpala Scksi Pcmbinaan clan Penyuluhan eebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rnempunyai tugas 
melaksnnakan sobagian tugas Kepala Bidang Penegakan 
Pcraturan Dacrah dalam penyiapan bahan pcrumusan 
kebijakan teknis, pcngoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendauan, pengclolaan, rasi1itasi, 
evaluasi, dan pe1aporan kcgiatan di bidang pembinaan 
dan penyuluhan. 

(3) Untuk melaksanakan rugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (21, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 
mempunyai rincian tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Pembinaan dan Pcnyuluhan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tu gas; 

b. rnenjabarkan perincah pimpinan melalui pcngkajian 
permasa]ahan daa peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawaban sesual dengan jabatan dan 
kornpctensinya serta memberikan arahan balk secara 
lisan maupun tertuJis guna kelancaran pelaksanaan 
Lu gas; 

d. melaksanakan kocrdinasi dan koneuhesl dengan 
instansi terkait baik vcrtikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan in.formasi, masukan, sorta 
dalam rangka sinkronieasi dan harmoniso.si 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan rnengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiaran; 

r. rnenyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan. dan naakah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pclaksanaan kcgiatan; 

g. me.nyiapkan, dan melaksanakan pembinaan, 
penyuluhan dan pengawasan Peraturan Daerah dan 
Peraturan/Keputusan Bupati yang mernpunyai 
sanksi hukum kepada apararur, badan hukum atau 
masyarakat agar tercipta kernanfaatan dan kepasuan 
hukurn di Dacrah; 



h. menyiapkan dan mengatur tugas anggota Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas 
sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun: 

L menyiapkan dan rnelaksanakan penegakan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja 
bagi anggota Sat1.1an Palisi Pamong Praja guna 
mcnciptakan kcwibawaan Satuan Polisi Pamong Praja 
berdasarkan peraruran perundang .. undangan; 

J. menyiapkan, dan rnelaksanakan pembinaan meruat 
den fisik serta kemampuan bagi anggora Saruan 
Palisi Pamong Praja guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan 
pcrundang-undangan; 

k. menviapkan dan metaksanakan pendidikan dan 
pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Parnong Praja 
guna meningkatkan kererampilan dan penguasaan 
tugas serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; 

I. menyiapkan dan melaksanakan rapat koordlnasi dan 
pembinaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Satuan Polisi Parnong Praja Kecarnatan guna 
kesamaan persepsi dan langkah-langkah jelas dalam 
rangka petaksaoaan tugas dan fungsi Satuan Palisi 
Pamong Praja di Daerab; 

m. mcnyusun dan mcngatur pclaksanaan penyuluhan, 
pengarahan, pernbinaan atau soaialisasi Peraturan 
Daerah dan/ a tau Peraturan Bupati kcpada 
rnasyarakat, aparatur dan/acau Badan Hukum 
secara Jangsung atau tidak langsung rnelalui 
spanduk, baliho, leaflet, media. cetak, dan/atau media 
clcktronik; 

n. rncngatur dan rnenyiapkan surat pernyataan, 
mernbuat surat teguran dan surat peringac.an 
melakukan negosiasi dan mediasi kepada orang 
dan/atau badan hukum yang rnelanggar Peraturan 
Daerah do.n/otau Peraturan Bupnti; 

o. mcngatur dan rnenctapkan tugas kcpada Petugas 
Pengawasan dan Pengaduan t\+1asy-arakat untuk 
menerirna, rnencatet, menyampaikan dan 
menginformasikan tindak lanjut pengaduan; 

p. melaporkan anggota masyarakat dan/atau badan 
hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/alau 
Peraturan Bupati kepada PPNS apabila mengingkari 
surat tcguran; 

q. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan 
pelaksanaan tugas pernbinaan, pcngawasan dan 
penyuluhan Peraruran Daerah dan Peraturan Bupau: 

r. menyusun rormasi perkembangan pelaksanaan 
pernbinaan, pengawasan, dan penyuluhan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 

s. menyiapkan bahan dan menyuaun konsep Standar 
Operasional Prosedur \SOP) kegiatan Seksl 
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Paragraf2 
Seksi Penyidikan dan Pcnindakan 

Pasal 18 
(I} Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana 

dimaksud pada Pasai 16 ayac (1) huruf b, dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kcpala Bidang Penegakan 
Peraturan Dacrah. 

(2) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mernpunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian tugas Kcpala Bidang Pcncgakan 
Peraturan Daerah dalarn penyiapan bahan peru.musan 
kebijakan tcknis, pcngoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasiUtasi, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyidikan 
dan penindakan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan 
mempunyai rincian tugas : 
a. rncnyusun rcncana dan program kegiatan Scksi 

Penyidikan dan Penindakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil cvaluasi kegiatan 
tahun sebelurnnya sebagai pcdornan pelaksanaan 
rugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
perrnasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelakaanaan rugas berjalan efektif dan cfisicn; 

c. membagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan 
kornpetensinya serta memberikan arahan baik secara 

Pembinaan dan Pcnyuluhan untuk pcningkatan 
kualitas pclayanan publik: 

t. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Pcmbinaan dan 
Penyuluhan dengan cara mengukur pcncapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tlndak lanjut, 

u. mengcvatuasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
bcrdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pcmbcrian penghargaan dan sanksi; 

v. menyusun Laporan pclaksanaan kegiaran kepada 
pirnpinan scbagai wcjud akuntabiHtas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

\V, menyarnpa.ikan saran dan pertirnbangan kcpada 
pirnpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan: dan 

x. metaksanakan rugas kcdinasan lain dart pirnpinan 
seeuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

26 



lisan maupun tertulis guna kelancaran pclaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuuast dengan 
instansi terkait baik vertikaJ rnaupun horizontal 
untuk rncndapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka slnkronisast dan harrnonisasi 
petaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
aiau pedornan untuk meta ksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan pctunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinae sesuai 
lingkup tugasnya guna rncndukung kelancaran 
petaksanaan kegiatan; 

g. mclakaanakan koordinasi teknis penegakan 
Peraturan Dacrah dan Peraturanj Keputusan Bupad 
dengan Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia, 
Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS), 
dan/atau aparatur lainnya; 

h. menyi.apkan bahan dan melaksanskan kegiatan 
Iasilitasi, kerja sama, dan koordinasi dengan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Daerah {PPNS) dalam upaya 
penyidikan (fungsi reprcsif yustisionall terhadap 
aparatur. badan hukum atau rnasyarakat yang 
melanggar Pera tu ran Dae rah dan 
Peraturanj Keputusan Bupati berdasarkan 
perundang-undangan: 

L menyiapkan kegiatan fasilitasi penyidikan. 
perncriksaan dan pemanggilan oleh PPNS serra 
mengatur tugas kesekretariatan PPNS untuk 
membantu Kepala Stupol PP dan Darnkar dalam 
rangka pernblnaan PPNS di lingkungan pcmerintah 
Daerah: 

J, menyusun dan rncngatur rugas PPNS untuk 
melakukan penindakan yustisial dengan melakukan 
pcnyelidikan, penyidikan, perneriksaan, dan 
pemanggilan pelanggar Peraturan Daera h sesuai 
peraruran perundang-undangan; 

k. menyusun dan mengatur tugas pctugas 
Kcsekretariatan PPNS dan penyimpan barang bukti 
untuk menyiapkan sarana prasarana persidangcn 
tindak pidana ringan pclanggar Peraruran Daerah 
bertempat di Satpol PP dan/atau sidang di iempac 
serta melakukan pengadrninistrasian dan 
penyimpanan barang bukti; 

l. rnenyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Standar 
Operasional Proscdur (SOP) kegiatan Scksi 
Penyidfkan dan Penindakan untuk peningkatan 
kualitas pelayanan pubLik; 

in. mclaksanekan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Pcnyidikan dan 
Penindakan dengan cara mengukur pencapaian 

6 
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(1) Bidang Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kcpala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Satpol PP dan Damkar. 

(2} Kepala Bidang Kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), mempunyai rugas melaksanakan sebagian rugas 
Kepala Satpol PP dan Damkar clalam perumusan 
kebijakan tekn!s, pengoordinasian, pembirtaan, 
pengawasan, peogendalian, pengelolaan dan fasilitasi, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebakaran. 

(3) V ruuk melaksanakan tugas scbaga.imana dirnaksud pada 
ayat (2), Bidang Kebakaran rnempunyai fungsi : 
a. pcrumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran; 
b. pcngoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

kebakaran; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 

di bidang kebakaran; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

kebakaran; 
e. petaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang kebakaran; dan 
I, pelaksanaan fungsi lain yang dlberikan olch Kcpala 

Satpol PP dan Damkar di bidang kebakaran. 
(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Kebakaran rnempuuyai rincian tugas : 
a. menyusun rcncana dan program kegiatan Bidang 

Kcbakarnn berdaaarkarr f.>eftl.Lusa.n perwndang- 

Bagian Kelima 
Bidang Kebakaran 

Pasal 19 

program kcrja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

n. rnengcvaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan 
karir, pembcrian penghargaan dan sanksi: 

o. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan sebagai wujud akuntabi!itas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis bcrdasarkan 
kajian agar kegiaran berjalan lancae serta unruk 
rncnghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan 
sesuai dengan tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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undangan dan hasil evaluasl kcgiatan tahun 
sebclumnya sebagai pedoman pele.ksanaan rugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisicn; 

c. membagi tugas bawahan sesuat dengan jabatan dan 
komperensinya sorta membcrikan arahe n baik sccara 
lisan rnaupun tertulis guna ketancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. me1aksanakan koordinasi dan konsultesi dengan 
Instansi terk.ait baik vertikal rnaupun horizontal 
untuk mendapatkan inforrnasl, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi den harmonisasi 
pelaksanaan eugas: 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan: 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala satpol PP dan 
Darnkar dan naskah dinas yang berkaican dcngan 
kegiatan kesiapsiagaan, operasional, dan 
pcngendalian kebakaran serta teknik dan peralatan; 

g. mengoordinasikan perencanaan program pernadam 
kebakaran, fasilic.asi, bimbingan reknts, pelatihan dan 
pcmbinaa.n kegiatan pemadam kebakare n, 

h. rnengoordinasikan pelaksanaan fungsi maoajemen 
dalam penyelamatan (rescuej dan pernbcrdayaan 
masyarakat daJam penanggulangan bahaya 
kebakaran dini; 

i. mengoordinaeikan dan menyiapkan pelaksanaan 
pcmadama.n, pengerahan pcrsonil, pemellberaen dan 
penyiapan peralatan serta memberikan pelayanan 
dalarn rangka pencegahan, pemadaman sorta 
penyelamatan jiwa dan harta bcnda dari arrcarnan 
kebakaran; 

j. mengoordinasikan dan memfasilitusi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 
Memorandum of Understanding (MoU) pemadaman 
kcbakaran; 

k, melaksanakan pengadaan, pemctiharaan, dun 
rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan 
ba.haya kebakaran sceuai dengan peraruran 
perundang-undangan; 

I. rnelaksanakan pemaruauan dan evaluasi 
peJaksanaan kegiatan Bidang Kebakaran dengan care 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun uncuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
Janjuc; 

rn. mcngevaluasi dan menilai prestasl kerja bawahan 
berdasarkan saearan kerja pcgav ... ·ai dan perilaku 
kerja sesuai kctcntuan dalam rangka pcningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksl; 
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian 
Kebakaran mempunyai rincian tugae : 

Paragraf l 
Seksi Operasional dan Pengendalian Kcbakaran 

Pasal '21 
(I) Seksi Opcrasional dan Pengcndalian Kebakaran 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat ( 11 huruf a, 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah 
dan bcrtanggung jawab kcpada Kepala Bidang 
Kebakaran. 

(2) Kepala Seksi Operasional dart Pengendatian Kebakarart 
scbagaimana dimaksud pada ayat p J, rnempunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebakaran 
datam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pcngoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasllitaei, evaluasl, dan 
petaporan kegiatan di bidang operasional dan 
pengendalian kebakaran. 

(I) Susunan Organisasi Bidang Kebakaran sebagaimana 
dimaksud Paso! 5 ayat (II huruf e, terdiri : 
a, Seksi Operasional dan Pcngendalian Kebakaran, 
b. Seksi Teknik dan Peralatan; 
c. Sub Koordinator Kesiapsiagaan, 

(2) Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayar ( l I 'huruf a dan 
b dipimpin oleh seorang Kepala Scksi yang berada 
diba.wah dan bercanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Kebakarari: 

(3} Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayai ( I} 
huruf c terdiri atas kclornpok jabatan fungsional yang 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui l<epala 
Bidang Kebakaran; 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
huruf c mernpunyai rugas aebageimana tercanturn 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dad Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 

n. mcnyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
tranapa.ransi peleksanean kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pcrtirnbangan kepadn 
pimpinan baik lisan maupun tcrrulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar scrta untuk 
menghindari pcnyimpango.n; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuci dengan tugas dan fungsi unit kcrjanya. 
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a. rncnyusun rencana don program kcgiatan Seksi 
Operasionat dan Pcngcndalian Kebakaran 
berdasarkan pcraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kcgiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
perrnasalahan dan pera.turan pertrndartg-tmdangan 
aga.r pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efislen: 

c. mernbagi tugas bawahan scsuai dcngan jabatan dan 
kompctcnsinya serra mcmbcrikan arahan baik secara 
lisan rnaupun terrulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuttasi dcngan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan infcrrnasi, maeukan, scrta 
dalam rangka slnkronlsasi dan harrncnisasi 
pelakeanaan tugas; 

e. rnenclaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan 
atau pedoman untuk mclaksanakan kegiatan; 

f. mcnyia.pkan bahan pcoyusunon petunjuk tcknis, 
pctunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukuag kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 
melaksanakan pemadaman kebakaran di wilayah 
kcrja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 
(SOP); 

g. menyiapkan pengerahan personil, pemeliharaan. dan 
pcnyiapan peralaran clan pelayanan dalam rangka 
pencegahan, pemadamao sorta penyelamatan jiwa 
dan harta benda dari ancaman kebakaran; 

h. menjalankan seluruh fungsi-fungsr pendukung yang 
diperlukan dalam rangka pencegahan, pemadaman 
serta penyelamatan jiwa dan harta benda dari 
ancaman kebakaran; 

i. menyusun Standar Operasional Proscdur {SOP) 
Pcmada.m Kebakaran antare lain SOP Pra 
Pemadaman kebakaran, SOP Pada Saat Pemadarnan 
kehakaran, SOP Pasca Pemadaman kebakaran, SOP 
Kerjasa.ma antar instansi terkait, dan SOP Banruan 
Pemadaman Kebakaran antar wilayah/kota; 

J· melaksanakan tugas bantuan pernadarnan 
kchakaran sesuai dengan. permintaan dari Daerah 
yang bersebelahan, didukung dengan adanya naskah 
kesepakaran bersarna di aruara dua atau lebih 
wilayah Kabupaten/Kota dalam bentuk Afenwra,uium 
of Understanding (MOU); 

k. mclaksanakan perekrutan Saruan Tugas Pemadam 
Kebakaran (Satgas Damkar) dari masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan: 
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Paragraf 2 
Seksi Teknik dan Peralatan 

Pasal22 
(I\ Seksi Teknik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 20 ayar (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Kebakaran. 

(2) Kepala Scksi Teknik dan Peralatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), mernpunyai tugas 
melakaanakan sebegian rugas Kepala Bidang Kebakaran 
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan tcknis, 
pcngoordinasian, pernbinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang teknik dan peralatan. 

(3) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Teknik dan Peralatan mempunyai 
rincian tugas : 
a. menyusun rencana ctan program kegiaran Seksi 

Tcknik dan peralatan berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan dan hasil cvaluasi kegiatan 

6 

I. melaksanakan pclatihan teknik dan strategi operasi 
pernadaman dalam rangka meningkatkan 
keterampilan dan pelatihan fisik Satgas Pemadam 
Kebakaran; 

m. menyusun pernbuatan Etika. Kerja dan kedisiplinan 
Satgas Darnkar yang direkrut dari masyara . .ka~ sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 
Opcrasional dan Pengendalian Kcbakaran untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pernantauan dan cvaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional dan 
Pengendalia.n Kebakaran dcngan cara mengukut 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kena pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketenruan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan clan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pirnpinan baik lisan maupun terrulls berdasarkau 
kajian agar kegiatan berja1an lancar serte untuk 
rnenghindari penyirnpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan 
sesuai dengan tugas dan rungs: unit kerjanya. 

32 



6 

tahun sebelumnya sebagai pedoman petaksanaan 
tu gas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan cfektif dan efisien: 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
rugas: 

d. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
Instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapackan informasi, masukan, scrta 
dalam rang.ka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan rugas: 

e. menelaah dan mengkaji peraruran perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk rnelaksanakan kegiatan: 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknls, 
_petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. mclaksanakan fasilitasi spesifikasi teknis pengadaan 
peratatan pemadam kebakaran; 

h. rnenyiapkan dan memelihara sarana operasional 
pcnanggulangan kcbe.karan serta menginforrnasikan 
kondisi peralatan teknis operasional secara berkala: 

1. mclnksanakan inventarisesi peralatan, perlengkapan, 
dan perbekalan pada unit pcmadam kebakaran: 

j. melaksanakan pcngujian terhadap alaL-alaL/bahan 
yang dipcrgunakan untuk rnendeteksi dan 
memadamkan kebakaran baik yang dimiliki 
pemerintah, swasta, maupun perorangan; 

k. melaksanakan pengadaan, perncliharaan, dan 
rehabilitasi sarans dan prasarana pencegahan 
bahaya kebakaran sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan: 

1. mengelola unit perbengkelan mobil pemadam 
kebakaran dan peralatan pemadam kcbakaran: 

m. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur {SOP) kegiatan Seksi Teknik 
dan Peralatan untuk peningkatan kualiias pelayanan 
publik; 

n. mclaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik dan Peralatan 
dcngan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah diausun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

o. mengevaluasi dan menilai prestasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku 



(l) Peiabar Fungsional rneiaksanakan fungsi clan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan terieruu. 

Pasal 24 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kinerja Pejabat FUngsional 

Bagian Kesatu 
Urn um 

Pasal 23 

(1) Kclornpok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satpol 
PP dan Damkar ditetapkan sesuai dcngan kcbutuhan 
dan mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarka.n pada keahlian 
dan kctcrarnpilan tertentu sesuai peraturan perundang 
undangan. 

{2) Kelompok Jabatan Fungsional bcrkedudukan di bawah 
don bertanggung jawab secara langaung kepada Kepala 
Satpol PP dan Darnkar, Kepala Bidang yang rnerniliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas 
Jabatan Fungsional. 

(3) Kelompok -Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
Pcjabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang 
keahlian. 

(4) Jurnlah, jcnis, dan jcnjang -Jabatan rungsional 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditcntukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

(5) Togas, pembinaan dan pengembangan Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayac ( l) scsuai 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk mernenuhi kcbutuhan Jabatan J>'ungsional 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( L) dilakukan sesuai 
ketenruan peraruran perundang-undangan. 

BABV 
KELOMPOT< JABA'l'AN FUNGSIONA!, 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan 
karir, pernberian penghargaan dan sanksi: 

p. menyusun laporan pelaksaoaan kegiatan kepada 
pimpinan scbagai wujud akuruabihtas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan, 

q. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun iertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan bcrjalan tancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan cugas kcdinasan Jain dari pirnpinan 
sesuai dengan tugas den rungsi unit kcrjanya 
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(1) Kepala Satpol PP dan Darnkar dalem melakeanakan 
rugasnya berpedoman pada kerentuan peraruran 
perundang-uudangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 
organisasi dan kelompok jabatan fungaional wajib 
menerapkan prinsip koordinasl, integrasi dan 
slnkronisasi baik dalam lingkungan maaing-mastng 
rnuupue untar- aatuun organi:msi di lingku-ngan 
pcmerintah daerah serta instansi lain di luar pcrnerintah 
daerah sesuai dengan tugas masing-rnaslng. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib rnengawasi 
bawahannya maeing-maeing. 

(4) Dalam hal sctelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada aya.t (3t te1jadi penyimpansan, pimpinan 
unn organisasi mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraruran perundang 
undangan. 

Pasal 27 

BABVI 
TATA KJ;;RJA 

Pasal26 
(1) Pejabat Fungsional melaporkan pclaksanaan Iungsi dan 

tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit 
organisasi. 

(2} Pirnpinan unit kerja sewaktu-wakru berwenang untuk 
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau 
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya. 

(I) Pejabat F'ungsional melaksanakan rungsi dan rugasnya 
secara individu dan/ atau berkelompok. 

(2) Pelaksanaan fungsi dan rugas secara berkelompok 
sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dengan membentuk 
Tim Kcrja. 

(3) Tim kcrja sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari .Jabatan Fungsiona1 sejenis atau berbagai 
latar belakang kompetcnsi yang ada pada l'crangkat 
Dacrah tcrsebut a tau darl luar Perangkat Dacrah. 

(4) Kerua Tim Kerja aebagaimcne dimaksud pada ayat (2) 
beraaal das-i unit organlsasl pemilik kinerja. 

(5) Pembcntukan Tim Kcrja scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal 25 

(2) Solo.in melakeanakan fungsi dan urges scbagaimana 
dimaksucl pada ayat (!) Pejabat Fungsicnal dapat 
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang 
dalam menjalankan tugaanya bekerja sccara individu 
dan/ atau tirn kerja. 
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Jabatan Kepala Satpol PP dan Damkar, Sckretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungslonal di Iingkungan 
Satpol PP dan Damkar diangkat dan diberhentikan oleh 
Pejabat yang berwenang scsuai dcngan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 30 

.Jcnjaog jabatan dan kepangkatan serta sueunan 
kepegawaian diarur scsuat kctcnruan pcraturan perundang 
undangan. 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 29 

(l) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator 
uruuk pelaksanaan cugas dan pengelolaan keglaran. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah rugas tambahan yang diberika.n kepada pejabat 
fungsional yang ditunjuk. 

(3) Tugas Sub Koordinator adalah mernbantu l<epala Bidang 
dalam menyusun perencanan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pernantauan dan evatuast, serta pelaporan 
kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan 
Iungsinya. 

(4) Pada pcjabat pengawas yang tidak disetarakan, meka 
tetap melaksanakan rugasnya pada unit kerja masing 
masing. 

Pasal 28 

(51 Sctiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahan rnasing 
masing dan mem ber-ikan bimbinga.n serra petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(61 Setiap pimpinan unit organisasi wajib rnengikuti dan 
rnema Luhi pctun] uk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-rnasing serta menyiapkan Iapcran berkala 
tepat pada wa krunya. 

(7) Setiep laporan yang diterima oleh pimpman unit 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunaka.n sebagai bahan untuk penyusunan laporan 
!ebih lanjut scrta untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(8~ Dalam rncnyampaikaa laporan kepuda pi.mpinan, wajib 
menyarnpaikan tembusan kepada unit organisasi lain 
yang secara fungsional rncrnpunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan. seuap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 
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Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dan Pasal 33 disamping memperhatikan kesesuaian 
bidang tugas dan furtgainya Juga mempertlmbangkan 
persyaratan administrest, keaeeualart kompcrcnst, 

Pasal 34 

(I) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kcpala 
Satpot PP dan Damkar menunjuk Sub Koorclinator yang 
diutamakan berasal dari Pejabat F'ungsional di 
lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam ha! di Iingkungan kerja Satpol PP dan Damkar 
tldak terdapat pejabat Iungsional, maka Kepala Sarpol PP 
dan Darnkar menunjuk Pe1ak:sana Senior eebagai Sub 
Koordinator berdasarkan kompctcnsi yang dibutuhkan. 

{3) Dalam ha! Kepala Satpol PP dan Oamkar akan menunjuk 
Sub Koordinator yang berasal dari luar lingkungan 
kerjanya, maka Kcpala SaL'pOI PP clan Damkar 
mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui 
perangkat daerah yang menangani kepcgawaian. 

(4) Pcnunjukan $1,.1b Koordtnator sebagaimane dirnaksud 
pada ayat (3) dilaksanaken setelah mendapal 
persetuiuan dari Sekretaris Daerah. 

Pasal 33 

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang 
dirunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pcjabat 
"Eiungsional. 

(2) Sub Koordinacor scbagaimana dlmaksud pada ayat (l), 
ditunjuk oleh Kepala Satpol PP dan Damkar dengan 
mcndayagunakan Pejabat Fuogsional sesuai dengan 
kornpetensi yang oersangkutan. 

(3) Penuniukan Sub Koordinator sebagaunana dirnaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Din as. 

BAB Vlll 
KETENTUAN L/\IN·LAIN 

Pasal 3'.2 

(1) Satpol PP clan Damkar wajib menyusun kebutuhan 
jumlah dan jenis jabaran aparatur sipil negara 
berdasarkan analisis jabatan dan analieis beban kerja. 

{2) Penyusunan kcbutuhan jumlah dan jems jabatan 
aparatur slpil negara sebagalmana dimaksud pada ayar 
( l) dilakukan untuk jangka waktu 5 (Iima) tahun yang 
diperincl per 1 (satu) tahun bcrdasarkan pnoritas 
kebutuhan. 

Pasal 31 
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BABIX 
KETENTUAN PERAL! HAN 

Pasal 38 
(1) Pada saat Pcraturan Bupati ini rnulai bcrlaku, rnaka 

Pejabat Pengawas yang dilantik bcrdasarkan Pereroren 
Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Pada Batuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadarn Kcbakaran Kabupaten KendaJ sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati E<endal 
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas den Fungal, serta Tata Kerja pada 
Saluan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Pasal 37 

( J J Satpol PP dan Damkar dapat rnembentuk Unil Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) bcrdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!}, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol 
PP dan Damkar. 

(4) Susunan organisasl. tugas clan fungsi serta tata kerja 
UPTD eebagaimana dimaksud pada a.yat (1) diatur lcbih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(I) Sub Koordinaror mempunyai tugas mernbantu Kepala 
Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemaruauan dan evaluasi, serta pelaporan 
lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya masing-rnasing, 

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud 
ayat (I) Sub Koordinator mcmpunyai rugas 
mengoordinasikan pclaksanaan tugas kclompok .Jabatan 
FUng~ional sesuai bidang tugas dan rungsinya. 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan pcnilaian 
kinerja terhadap pclaksanaan tugas PejabaL F'ungsional 
sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai peraruran 
perundang-undangan. 

PasaJ 36 

Pernbcrhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Ke pal a 
Satpol PP dan Damkar. 

Pasal 35 

kebutuhan jabatan. kincrja, pengalaman pcnugasan, 
intcgritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya. 
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BABX 
!<E"l'EN1'UAN PENUTUP 

Pasal 39 

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, maka 
Pera tu ran Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2016 tcnrang 
Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fung$i serta 
Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadarn 
Kebakaran Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 61 Seri D No. 13! sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturo.n Bupati Nomor l 04 'Tab un 
2020 tentartg Perubahac Atas Perat urart BLtpati Kendal 
Nomor 61 Tahun 2016 tcntang I<cdudukan, Susunan 

Kabupaten Kendal, tetap melnksanakan tuges don 
Iungsinya sampai dcngan dilakukan pelantikan Pejabat 
Fungsional dalam rangka penyederhanaan srruktur 
organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini, bedaku 
ketentuan sebagai berlkut : 
a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dtlaktrkan 

pcnyetaraan jabatan kc dalarn jabatan fungsional 
dalam rangka pcnycdcrhanaan struktur organisasi, 
rnelaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
Peraruran Bupati ini; 

b. terhadap Pcjabat Pengawas yang akan dilakukan 
pcnyetaraan kc dalarn jabatan Iungaionat lei.ap 
melaksaoakan rugas dan fungsinya sampai dengan 
dilekukan pela.ntika.n yang bersangkutan ke dalarn 
Pejabat Fungstonal; 

{2) Pada saar Peraruran Bupati ini mulai berlaku, rnaka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pcngawas yang tidak 
dilakukan penyetnraan ke dalarn jabatan fungsional 
dalam rangka pcnyederhanaan struktur crganisas! 
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap metaksanakan 
tugasnya di bawah Peja.bat Pengawas yang bcrsangkutan. 

(3) Pada saat Pcraturan Bupati ini muJai berlaku., maka 
Pclaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan 
dilakukan penyetaraan ke datem jabarao fungsional 
dalarn rangka pcnycdcrhanaan struktur crganlsasi 
berdasarkan Peraturan Bupati 1111, melaksanakan 
rugasnya dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah 

Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyedcrhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati int; 

b. Dalam hal telah dilakukan pcnycdcrhanaan struktur 
organisasi sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka 
Pelaksana melaksanakan rugas dibawah koordinasi 
Sub Kocrdtnator. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
agian Hukum o. 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDALTAHUN 2021 NOMOR 92 

MOH 'l'OHA 

Cap ttd 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 
SO:KR81'ARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

BUPA1'1 KENDAL, 

Cap ttd 

DICO M GANINDUTO 

Ditetapkan di Kendal 
pada ranggal 29 Desember 2021 

Pasal 40 
Peraturan Bupati tru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar sctiap orang rnengetahuinya, rnemertncahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemparannya 
dalam Berita Daerah Kabupalen Kendal. 

Organiaasi, Togas dan Fungei, serta 'T'am Keija pada Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 'Tahun 2020 
Nornor 104) dicabut dan dinyatakan ridek berlaku. 
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BAGAN ORGANISASI 
SATUAN POUSJ ?AMONG PRAJA DAN PEMADAM KE8AKARAN 

KABUPATEN KENDAi, 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 92 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUOAS DAN FUNGSI, SERTA TA'r'A Kl!RJA 
PADA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN 
PEMADAM KEBAKARAN 
KABUPATEN KENDAL 



1. J Sub Koordinator Pengawalan dan Patroli mernpunyai tugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pcngawalan dan 

Patroli bcrdasarkan peraturan pcrundang-undangan dan hasil 
evahiasi kegiaian tahun sebelurnnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. mcnjabarkan pcrintah pirnpinan mclalui pcngkajian pcrmasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rugas 
berjalan efektif dan elisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kcmpetcosinya 
serta memberikan arahan baik secara lisan meupun 1.err:ulis guns 
kelancaran pelaksanaan tugas: 

cl. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkaiL boik 
vertikal rnaupun horizontal untuk mcndaparkan inforrnaai, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi pelaksanaan tugas: 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk rnelaksanakan 
kegiatan; 

f. rnenyiapkan bahan pcnyusunaa pctunjuk teknis. pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pclakaanaan kcgietan, 

g. rnenyiapkan bahan penyusuna n petunjuk teknis dan naskah dinas 
yang berkaitan dengan tertib pernerintahan, tertib Hngkungan, 
[pengambilan sumber daya alam, penanggulangan bencana, 
pcnanggulangan sampah), tertib sosial (pengemis, gelandangan, 
orang rerlantar] guns terciptanya kondisi ke.tertiban umum dan 
ketentraman maeyer-akat 6eauaJ dengan pere rore n pcrundang 
undangan: 

h. melaksanakan fasilitasi kegiatan rnasyarakat dalam rangka meniaga 
ketertiban umum dan ketcntraman masyarakat dengan cara 
melaksanakan patroli wilayah dan pencegaha.n tindak kriminalitas 
baik sendiri maupun bekerja sama dengan instansi keamanan 
terkait; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengaturan, 
penjagaan, pengawalan, dan patroli sesuai peraturan pcrundang 
undangan; 

I. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

TUGA$ SUB KOORDTNATOR PADA 
SATUAN POLIS! PAMONG PRAIA DAN PEMADAM KEBAJ<ARAN 

KABUPATEN KENDA!, 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KENDA!, 
NOMOR 92 TAHUN 202l 
'l'ENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN F'UNGSI, SERTA TATA K8RJA 
PADA $ATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN 
PEMADAM KE:BAKARAN 
KABUPATEN KENDAi, 
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Scl<si Pcngencahan 
Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
cvaluas! kegiatan t.ahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tu gas; 

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraiuran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c, mcmbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompctcnsinya 
serta memberikan arahan oaik secara Jisan maupun tertuus guna 
kclancaran pelaksanaan tugas: 

d, melaksanakan koordinasi don konsultasi dengan insransi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapac.kan informasi. masukan, 
s.erta do.lam rangka sinkronisasi da.n hat'mortisasi pelaksanaan t.ugas~ 

l .2 Sub Koordinator Pengcndalian Operasional mempunyeu tugas : 

J. menyiapkan dan melakaanakan kegiatan penertiban wilayah guna 
terciptanya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat scsuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

k. menyiapkan dan rnelaksanakan pengarnanan kantor- dan rumah 
dinas jabatan Bupati/Wak.il Bupati serta pejabat lain yang dianggap 
perlu dalarn rangka rerciptanya keamanan rasili<a~ Daerah dan 
pejabar terkait; 

1. menyiapkan dan melaksanakan kegietan pengawalan dan 
pengarnanan kerja Bupati/Walcil Bupati serta rnembanlu 
pengawalan dan pcngamanan ta.mu WlP, peja.bat negara, serta tamu 
tamu resmi Daerah bekeria sarna dengan aparat keamanan terkait 
guna tcrwujudnya kearnanan dan keselamatan pejabat: 

rn. mclaksanakan pcngamanan kegiatan yang diselenggaraka« 
Pernerintah Daerah atau instansi lain sesuai dengan ketenruan yang 
berlaku; 

n. rnenyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Opcrasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pengawalan dan Patroli untuk 
penlngkatan kualitae pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemanrauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pengawalan dan Patroli dengan cara mengukur pencapaian program 
kerja yang telah disusun untuk bahan Iaporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

p. mengevaluast dan rnenilai preetasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja. pegawat dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalarn 
rangka pcningkatan karir. pcmberian pcnghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagaj 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. mcnyarnpaikan saran dan pertimbangan kcpada pirnpinan baik lisan 
maupun tcrtulis bcrdasarkan kajian agar kegiatan berjaJan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dcngan 
tugas dan Iungei unit kerjanya. 



e. rnenclaah dan mengkaji peraruran perundang-undangan scsuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman Llntuk meluksanakan 
kegiatan; 

f. menyia.pkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

g. mcrcncanakan, menyiapkan, da.n melaksanakan operasi pcncrtiban 
dan penegakan hokum [Iungsi represif non-yusueionan Peraturan 
Daerah dan Peraruran/Keputusan Bupati yang mempunyai sanksi 
hukum kepada aparatur, badan hukum atau masyarakat agar 
tercipta kemanfaatan dan kepastian hukum di Daerah; 

h. mclaksanakan invcntarisasi dan pendataan permasalahan di bidang 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati 
sebaga...i bahan evaluast; 

i. menyusun dan mengatur pengerahan pasukan dalam penanganan 
unjuk rasa kerusuhan rnassa sesuai dengan peraturan perundang 
undangan: 

j. rnengoordinir pasukan dalam operasi penerciban serta untuk 
menyampaikan a.tau membacakan surat perintah penertjban kepada 
koordina.tor lapangan; 

k. menyusun dan mengatur tugas pasukan untuk menyiaokan 
pcrlcngkapan dan peralatan operasi pcncrtiban mcliputi 
perlengkapan dan peralatan perorangan, P3K, kendaraan 
operasicnal, peralatan operasi dan peralatan lainnya serta untuk 
rnenertlbkan, mcrnbongkar, rncngambil, rncnghcntikan, rnenegur, 
meuutupj menyeget, danj atau memasang tanda atas subyek, obyek 
dan/ a tau media yang ditertibkan; 

l. mcnyusun dan mcngatur tugas staf pcngolah data untuk mcmbuat 
surat perintah tugas, surat bantuan personil, menyiapkan dukungan 
logistik pcnertiban, rncndokurnentaaikan kegiatan pencniban, 
rnenghimpun bahan dan data serta membual laporan kegiatan; 

m. membimbing koordinatcr lapangan dan pasukan daJam rangka 
mengendallkan kegiatan operasi penertiban serta cara bertindak 
tcknis dan taktis pada pelaksanaan operasi penertiban; 

n. mcnyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Opcrasionat 
Proscdur (SOP) kegiatan Seksi Pcngcndalian Opcrasional untu.k 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Scksi 
Pcngcndalian Operasional dengan cara rnengukur pcncapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut: 

p, mcngcvaluasi dan mcnilai prestasi kcrja bawahan bcrdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketenruan dalam 
rangka pcningkatan karir, pcmbcrian pcnghargaan clan eanksi; 

q. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan scbagai 
wujud akttnt.."\.bilitas dan t.ransparansi pe)aksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan ~aran dan pcrtimbangan kcpada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kcgiatan bcrjaJan la.near 
scrt£1 un Luk rnenghi11darL penyimpang"n; dun 
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t.3 Sub Kocrdinator Kcsiapaiagaan mempunyai tugas ; 

d. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Keslapeiagaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedoman petaksanaan tugas; 

c. rnenjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian perrnasalahan 
dun peraiuran perundang-undangan agar pelaksanaan rugas bcrjalan 
efektif dan efisien; 

f. rncmbagi togas bawahan sesuat dengan jabatan dan kompetensinya 
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tcrtulis guna 
ketancaran pelaksanaan tugas; 

g. mclaksanakan koordiriaei dan konsultasl dengan lnstansi rerkau baik 
vertikal rnaupun horizontal untuk mendapatkan informasl, masukan, 
serta dalem rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas: 

h. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuat 
Lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan: 

L menyiapkan bahan pcnyusunan petunjuk tcknis, perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup rugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

j. menyusun pcrencanaan program pemadam kebakaran, fasi1itasi, 
bimbingan teknis, pelatihan dan pernbinaan kegiatan pemadam 
kebakaran; 

k. melaksanakan pelatihan perugas operasional pcmadam kebakaran 
dalam usaha pemetiharaan ketrarnpilan dan peningkatan rnutu kinerja 
operaslonal; 

L. mcnginventarisir pcrmasalahan-pcrmasalahan yang berkait.an dengan 
kegiatan operasional pemadam kebakaran sebagai bahan evaluasi; 

m. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kcandalan bangunan 
gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran: 

n. melaksanakan pemeriksaan perencanaan teknis dan petaksanaan 
pernasangan meralasi proteksi kebakaran da.n sarana penyelamatan 
jiwa pada bangunan: 

o. melaksanakan perneriksaan secara berkala setiap tabun berkaitan 
dcngan kelcngkapan dan kesiapan sarana penanggulangan 
kebakaran, sarana penyelarnatan jiwa, dan hal-hal lain yang berkaitan 
langsunj; dengan usaha penanggulangan kebakaran: 

p. rnenghirnpun hasil penilaian pemeriksaan teknis dan berkala scbagai 
syarat pernberian rckomcndasi atau peri2inan sertifikat laik Iungsi 
bangunan: 

q, rnenyiagakan unit kerja penanggulangan kebakaran dcngan 
mclaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran dan ketersediaan 
sumber air untuk pemadam kebakaran: 

r. melaksanakan pcnyusunan "Prefire Plan", pengkajian dan 
pengernbangen streitegi dan taktik yang tepat untuk seciap bangunan 
ntau lingkungan yang mempunyai potensi kcbakaran linggi dan vital; 

s, mc1aksanakan tugas kedinasan Jain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 



BUPA'l'l !<8NDAL, 

Cap ltd 

D!CO M CANINDUTO Salinan scsuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

s. mengoordinasikan penyiapan dan penyia.gaan tenaga pcmadam dan 
penyelamat, perateran teknis operasional, bahan pemadam. serta 
inforrnasi Iapangan; 

t. melaksanakan pengawasan dan pengcndalian Bahan Berbahaya dan 
Beracun (83) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
pencegahan kebakaran; 

u, rnelaksanakan tungsl manajemen da!am penyclamatan (rescue) 
dengan pernberian pelayanan untuk memperkecil korban dan kerugian 
harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya, dalam bentuk 
petayanan evakuasl dan pertolongan pertama dari ternpat kejadian dan 
bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pertolongan; 

11. melakeanakan pcmbcrdayaa:n maayareket dalarn penanggulangan 
bah a ya kebakaran dinl, dengan pelatihan dan pem binaau kepada 
masyarakat cara pemadarnan dini, perekruta.n, pelatihan dan 
pembinaan BALAKAR dan SA1'LAKAR serta pernbinaan kcpada 
pengelola bangunan dan lingkungan, dalarn bentuk penyuluhan don 
pelatihan; 

w. melakaanakan penyusunan dan soaialisasi norma, standar, pcdornan. 
dan kriteria pencegahan bahaya kebakaran serta melakukan 
pengawasan pelaksanean kebijakan pencegahan kebakaran: 

x. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Kesiapsiagaan untuk pentngkatan 
kualitas pelayanan publik; 

y. melaksanakan pernantauan dan evaluasi peJaksanaan kegiatan Seks! 
Keslapsiagaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang 
tclah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut: 

z, rnengevaluasl dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pegawa.i dan perilaku kerja scsuai ketenruan dalem 
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sankai; 

aa.menyuaun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pirnpinan sebagal 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan: 

bb. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kcpada pimpinan balk lisan 
maupun tertulis berdasarken kajian agar kegiatan berjalan Jancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

cc. rnelaksanakan rugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dcngan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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